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menjadi semakin menarik untuk di-
kaji. Mengapa dikatakan semakin
menarik, Karena dalam persoalan
politik masih terjadi perbedaan per-
sepsi, kalau tidak boleh dikatakan
terjadi antara pro dan kontra di
kalangan Warga Muhammadiyah. Se-
benarnya adakah kesepadanan dan
keterkaitan antara gerakan Muham-
madiyah sebagai gerakan amal dan
amar makruf nahi munkar dengan
masyarakal madani  dan persoalan
politik? _Pertanyaan inilah yang
menarik untuk dijawab dalam tulisan

int.
‘Wacana dan pengertian Masyara-
kat Madani

Masyarakat madani sering - disa-
makan dengan istilah civil society
atau  masyarakat = sipil atau @l
mufiama’ al-madari (Masykuri Ab-
dullah, 1999). Masih ada beberapa
istilah lain. dengan meminjam ru-
musan dari Hegel, Aswab Mahasin
menunjuk pada istilah "masyarakat
warga negara”,disamping menggu-
nakan istilah  “aneka  kelompok
masyarakat" (1994:67).

Berbicara  tentang  masyarakat
madani, kalau kita kembalikan pada
konsep aslinya: civil  society tidak
lain adalah produk sejarah. Mula
pertama Cicero mengemukakan da-
lam filsafat politiknya dengan istilah:
societies civilis (Masykuri Abdullah,
1999), kemudian muncul istilah ci-
vilis society di - dalam masyarakat
Barat modern. Gagasan dan praksis
civil society ini berkembang bersa-

maan dengan proses modernisasi,
utamanya pada saat terjadinya trans-
formasi dari masyarakat feodal
agraris menuju masyarakat industrial
kapitalis. Dikatakan oleh Ernest
Gellner babwa civil society telah
mendapatkan  pembenaran, paling
tidak sebagian dari fakta bahwa di-
namika masyarakat itu nampak ber-
sangkut paut dengan nasib sejarah
manusia. Adalah mustahil memutar
jarum jam sejarah ke belakang, untuk
mengembalikan masyarakat kepada
pola hi-dup agraris-feodalistik yang
mandeg dan tradisional. Dengan
demikian civil society merupakan
suatu realitas sejarah dengan segala
dam-pak sosiainya yang sudah me-
masuki tataran pola hidup ilmiah-in-
dustrial (Erest Gellner, 1995:231).
Namun dalam kajian sejarah Is-
lam, ada pendapat bahwa masyara-kat
madani yang juga dikenal dengan is-
tilah independent society, sebenar-
nya sudah ada sejak zaman Nabi Mu-
hammad, yakni pada periode Madi-
nah. Pada periode ini telah diletak-
kan sendi-sendi kehidupan berbangsa
dan bernegara yang lebih  demokra-
tis. Beberapa ciri yang cukup me-
nonjol di dalam kehidupan masya-
rakat Madinah antara lain: persauda-
raan, kesetaraan, cinta kasih dan
tolong-menolong, kedekatan iman,
serta toleransi di tengah-tengah ke-
majemukan yang ada. Dengan ciri-
ciri itu maka masyarakat Madi-nah
terdorong untuk menjadi  masya-
rakat yang kuat, bebas mengekspr
sikan kehendak dan mengaktual

Masyarakat Madani Muhammadiyah dan Politik

kan potensinya (Akram Dhiyauddin
Umari, 1999). Masyarakat inilah
yang kemudian juga diidentikkan
dengan civil society.

Siapakah pencetus gagasan civil
society? Dikatakan bahwa para pemi-
kir abad pencerahan seperti Adam
Ferguson seorang pemikir dari Skot-
lan yang mula-mula melontarkan ga-
gasan tentang civil society dalam
konteks Eropa abad  ke-18 yang
berkait dengan sistem ekonomi pasar.
Begitu juga Rousseau dan J. Locke
adalah  termasuk  pemikir-pemikir
Abad Pencerahan (Enlaightenment)
yang mencoba memberikan landasan
filosofis bagi munculnya sistem poli-
tik yang memberikan posisi sentral
pada kedaulatan individu, kesetaraan
manusia. Karena itu wacana dan
praksis  civil society dapat dikatakan
sebagai anak kandung dari filsafat
pencerahan yang kemudian meretas
jalan bagi munculnya sekularisme
sebagai weltanschaung demokrasi se-
begai pengganti sistem monarki (Mu-
hammad AS. Hikam, 1996:224).

Berikutnya Hegel tertarik untuk
mengkaji dan mengembangkan ga-
gasan civil society dengan membagi
kehidupan modern ini menjadi tiga
bagian, yakni: wilayah keluarga,
civil society, dan negara. Wilayah
keluarga berkait dengan ruang
pribadi yang ditandai dengan hubung-
an antar individual secara harmonis
dan menjadi wahana sosialitas pribadi
sebagai anggota masyarakat. Semen-
tara civil society sebagai arena untuk

praksis  politik, Kkarena perst
politik adalah monopoli negara.
lam hal ini negara merupakan r
sentasi  dari ide universal
melindungi kepentingan politik
ganya. Karena negara memilil
penuh melakukan intervensi terh
civil society (Muhammad AS>
kam, 1996; 224).

Namun konsep Hegelian it
tolak oleh Alexis de Tocque
yang memandang civil societ)
bagai wilayah otonomi dan mer
dimensi politik yang dapat dip
nakan untuk menahan intervens
gara. Tocqueville dalam bukuny
la Democratie en Amerique (]
1840) telah menunjukkan bagai
demokrasi  dijalankan oleh b
baru (Amerika) melalui civil
ety, pengelompokan sukarela d
masyarakat, termasuk gereja-g
dan asosiasi profesional yang
drung pada pembuatan keputus:
tingkat lokal dan menghindari |
vensi negara. John Keane seper
kutip oleh AS Hikam menjel:
bahwa civil society di Amerika
Juga yang tumbuh di Eropa kemt
menjadi basis kehidupan demo
modern yang dilandasi pada pri
prinsip toleransi, desentralisasi
karela, kewarganegaraan, aki
dalam ruang publik dan konst
onalisme.

Ciri dan Dasar Masyarakat
Madani

Kerangka pemikiran Tocque
tersebut kemudian diangkat se
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paradigma alternatif oleh para aktivis
pro demokrasi di penghujung abaq
ke-20, ketika rezim-rezim totaliter
komunis dan otoriter kapitalis mulai
kehilangan legit i dan kemapanan
seiring dengan terjadi isi
tematik  yang  dialaminya, Akar
* penyebab dari hal itu adalah kega-
galan  sistem-sistem tertutup yang
lebih ~ menekankan ~ pada  stabilitas
semu demi kemapanan kekuasaan,
sehingga  kuramg memberi peluang
kepada warga negara untuk terlibat
dalam  ruang  politik. Kontro]
masyarakat terhadap penguasa tidak
ada ruang gerak dan bahkan hak-hay
asasi manusia cenderung terabaikan,
kalau tidak boleh dikatakan tertin-
das. Sistem totaliter menaifkan ko-
- drat manusia sebagai makhluk yang
mandiri, plural dan me; i harga
diri. Itulah sebab Daniel Bel Mene-
gaskan adanya tiga ciri utama dalam
civil society, yakni: (1) adanya ke-
mandirian yang cukup tinggi dari jn.
dividu-individu  dan  kelompok-
kelompok dalam masyarakat, @)
adanya ruang publik bebeas sebagai
wahana bagi keterlibatan politik ge.
cara aktif dari warga negara melalyj
a  yang  berkaitan dengan
tingan publik, dan (3) adanya
mpuan membatasi kuasa negara
ar tidak intervensionis (AS Hikam,
: 217). Dengan ciri-ciri tersebut,
dalam pengertian yang |
a civil society dapat dj-
sebagai suatu konstalasi ke-
an masyarakat bersifut egaliter,
iri atas berbagai institusi non-pe-

merintah yang cukup solid untuk
mengimbangi eksistensi negara. Da-
lam hal ini bukan berarti civil soci-
efy itu akan menolak dan mengha-
langi peran negara terutama dalam
memenuhi  peranannya sebagai pen-
Jjaga keselamatan dan pengawal per-
damaian serta sebagai wasit diantara
kepentingan besar. Sementara civil
society harus tetap kuat, tidak loyo
dihadapan negara (Enest Gellner,
1995 : 6), sehingga memposisikan
sebagai pemegang kendali bahkan
menolak terhadap kebijakan negara
cenderung otoriter dan intervensio-
nis.

Sekalipun secara diametral civil
societes diperhadapkan dengan nega-
ra, tetapi civil society tetap memerlu-
kan  standart-standart perilaku.
Kegiatan, baik dalam civil society itu
sendiri, dan antara civil sociery de-
ngan negara, sudah sewajarnya diikat
oleh aturan-aturan bersama yang
merupakan kerangka hak-hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak
(Ajat Sudrajat, 1998:4). Persa-maan,
partisipasi dan keterlibatan politik,
bersikap toleran terhadap pandangan
yang berbeda, boleh dikatakan seba-
gai dasar dari civil sociery. Secara
ideal civil society ditandai adanya
"hak setiap warga negara untuk ber-
hubungan dengan pemerintah yang
representatif dan  tanggungjawab".
(Al Hassan Bin Talal, 1997 :99).

Dari uraian tersebut tersirat suatu
pengertian  bahwa  civil society
haruslah  kuat  secara politis  dan
memiliki kemandirian, tidak tunduk

ogara, . dan pada saat yang

tif di dalam masyarakat dan
HJ!»E mengurangi derajat konflik
§B£ sebagai akibat  dari Eom,ou
formasi_sosial modern, Yang: lebih
penting lagi, daya kritis reflektif itu
dapat_mencegah. akibat negatif dari
sistem ekonomi pasar serta institu-
nalisasi yang: dapat meng-
akibatkan terjadinya proses. forma-
lisme. dan kekakuan birokrasi (Mu-

hammad AS Hikam, 1993:62463)."

Dengan demikian didalam'
masyarakat  madani atau civil society
itu diharapkan - tercipta' suatu" kehi-
dupan yang lebih . interaktif, trans-
paran,  dipamis, | -demokrasi
menjamin hak-hak asasi manusia. "'

Hak  asasi manusia dan de-
mokrasi menjadi pilar penting dalam
masyarakat madani. Hak asasi me-
nyangkut persoalan kebebasan sesuai
dengan hak-hak dasar sebagai mak-
hluk ciptaan Tuhan, dan demokrasi
bertumpu pada suatu pengakuan dan
kesadaran akan adanya perbedaan.
Sehubungan = dengan  itu  maka

- masyarakat madani menjadi wacana

bagi suatu kehidupan masyarakat

mampu B@EE—E. daya kritis:

sistem’ sosial politik ba
itu hards ‘bertumpu  pada
moral yang berakar pada aspek tran-
sendental (AS Hikam, 1993:62). Hal
ini dimaksudkan. agar masyaraka
kuat, tidak loyo, memiliki jatidiri
bertanggung  jawab, tidak ' menjadi
korban kezaliman .dan ketidakadilan
dari penguasa, ! i
Muhammadiyah, Pemberdayaan
Umat, dan Politik =

. 'Format " ke ipan  masyarakat
yang' loyo, kehilangan jati itu
sudah lama pa-
ling " tidak " sejak zaman_penjajahan
‘kautn kolonial, Pada masa penjajah-

. an kolonial Belanda masyarakat In-

'donesia , yang mayoritas muslim
hidup  tertindas, . dieksploitir - dan
menjadi korban dari praktik-praktik
diskriminasi dan devide et impera,
sehingga rakyat hidup tertindas,
menderita, miskin, bodoh dan terbe-
lakang. Salah satu contoh tokoh yang
mencermati dan tersentuh hatinya
mengenai realitas kehidupan itu ada-
lah Ahmad Dahlan. Dengan dilatar-
belakangi realitas tersebut dan juga
secara kultural adanya kehidup-an
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sebagian besar umat Islam yang ma-
sih terjerat oleh feodalisme dan adat
istiadat yang menyesakkan serta tak-
lid dan kurafat yang cukup me-
masung sikap kritis dan kreatifitas
umat, maka Ahmad Dahlan mengga-
gas berdirinya suatu organisasi seba-
gai media untuk membantu
masyarakat keluar dari suatu kehi-
dupan yang tidak menguntungkan itu.
Tahun 1912 didirikanlah organi-sasi
Muhammadiyah.

Mubammadiyah dinyatakan seba-
gai organisasi sosial dan organisasi
dakwah. Dengan organisasi Muham-
madiyah iini diharapkan dapat mem-
bantu masyarakat dalam mengatasi
penderitaan, kebodohan dan  keter-
belakangan. Disamping itu secara
khusus berdirinya Muhammadiyah
untuk memperbaiki kehidupan umat
Islam agar hidup melaksanakan ajaran
Islam secara murni berdasarkan Al-
Qur'an dan  As-Sunah. Sebagai or-
ganisasi dakwah, Muhammadiyah
dalam gerak-annya dilandasi dengan
doktrin "amar ma'ruf nahi munkar",
dengan dua sasaran, yakni perorang-
an dan ‘masyarakat umum. Untuk
sagaran perorangan, dakwah Islami-
yah dari amar ma'ruf nahi munkar
ini mengandung dua orientasi. Per-
tama, terhadap mereka yang sudah
masuk JIslam, dakwah diwujudkan
dalam bentuk pembaharuan pema-
haman Islam ke arah pemurnian tau-
hid. Kedua, dakwah dimakksudkan
untuk mengajak mereka kepada Is-
lam sebagai jalan menuju kesela-
matan, serta alat untuk mengatasi

kebodohan  dan keterbelakangan.
mﬂ«l‘ untuk  masyarakat umum,
dakwah diwujudkan ke dalam bentuk
usaha peringatan, perbaikan dan
bimbingan guna menegakkan dan
menjunjung tinggi agama Islam da-
lam kehidvpan masyarakat (M. Syafii
Anwar, 1999:1). Untuk merealisasi-
kan semua itu, Muhammadiyah beru-
paya melak-sanakan berbagai
kegiatan dan amal usaha konkrit mi-
salnya dalam bidang pendidikan, dan
kegiatan sosial-ekonomi yang lain.
Dengan demikian dapatlah dite-
gaskan bahwa Muhammadiyah beru-
saha memberdayakan masyarakat agar
menjadi  masyarakat yang kuat,
masyarakat yang tidak mudah
dieksploitir, dibodohi dan diperalat
oleh kekuatan penguasa. Ini artinya
gerakan dan amal usaha Muham-
madiyah  yang  memberdayakan
masyarakat, secara tidak langsung
juga memiliki implikasi yang bernu-
ansa politik. Maksudnya kalau ter-
cipta masyarakat yang kuat seperti
kalau kita ambil contoh pada periode
penjajahan, tentu akan merupakan
kekuatan "perlawanan” yang ampuh
untuk menghadapi kaum penjajah.
Bagi Muhammadiyah masalah
ik bukan sesuatu yang harus
ditabukan. Secara historis kelahiran
Muhammadiyah di samping secara
khusus untuk meluruskan pelaksana-
an ajaran Islam dikalangan masyara-
kat, juga tidak dapat dilepaskan dari
kontalasi politik yang ditandai de-
ngan kebodohan dan ketertindasan
masyarakat oleh kaum penjajah.

Bahkan para pemimpin Muhammadi-
yah dalam memantapkan perjuangan-
nya juga telah melakukan kegiatan
politik. Sebagai contoh pada tahun
1909, KH Ahmad Dahlan memu-
tuskan untuk masuk orgaanisasi Budi
‘Utomo (BU) dengan maksud agar da-
pat memberikan pelajaran  agama
bagi para anggota BU, dan ternyata
berhasil. Berikutnya tokoh-tokoh
seperti Haji Sujak, Haji Fachrudin,
Haji Tamim, Haji Hisyam, juga
masuk ke BU.

Kemudian pada periode kepe-
mimpinan KH. Mas Mansur (1938-
1940) telah dirumuskan idiologi
perjuangan  Muhammadiyah yang
dikenal dengan nama "Langkah Dua
Belas" atau "Langkah-langkah Mu-
hammadiyah”. Idiologi perjuang-an
ini dirumuskan tidak hanya sebagai
bentuk konsolidasi organisasi, tetapi
Juga sebagai respon terhadap perkem-
bangan politik kolonial Belanda yang
menjalankan "politik aliansi", dengan

dari kegiatan politik (M. Syafii An-
war:82). Hal ini terlihat misalnya
pada saat pemerintah kolonial Belan-
da menentukan wakil-wakil golongan
di dalam Volksraad. Golongan Islam
yang mayoritas hanya diijinkan satu
orang wakil, sedangkan golongan
seperti Parindra, Pegawai Negeri,
Kaum Adat, Kelompok Katholik dan
Protestan diwakili lebih dari satu

. orang. Melihat Kenyataan ini KH

Mas Mansur memprakarsai berdiri-
nya Partai Islam Indonesia (PII) pada

bidang politik, sekalipun tidak ‘me
wakili dan atas nama e-‘-.ll’_
hammadiyah.

Aktivitas politik oleh _E_l ;
tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti
yang telah dijelaskan di atas, oleh M,
Dien Syamsudin disebutkan dengan
"politik alokatif* (lihat juga tulisan
M. Syafii Amwar, "Dakwah dan
Politik  Alokatif Muhammadiyah").
maksuk politik alokatif dalam hal ini
adalah bentuk keterlibatan para to-
koh dan kader Muhammadiyah dalam
kegiatan politik namun tidak dalam
kerangka politik praktis untuk tujuan-
tujuan atau kepentingan yang terkait
dengan kekuasaan. Kegiatan itu da-
lam rangka mengalokasikan nilai-
nilai dan cita-cita politik yang sesuai
dengan tujuan dan misi Muham-
madiyah sebagai gerakan dakwah dan
amar makruf nahi munkar.

Aktivitas politik yang demikian
itu terus dilakukan oleh beberapa
kader Muhammadiyah. Pada masa
Orde Lama terutama saat-saat pe-
numpasan G 30 S/PKI, seperti de-
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ngan:terbentuknya KOKAM dan ak-
tivitasnya ‘di dalam front Pancasila,
adalah bukti dari aktivitas politik
para kader Muhammadiyah. Bahkan
Muhammadiyah juga memiliki peran
di dalam mengantarkan kelahiran
Orde Baru seperti terlihat pada peran
dan aktivitas Angkatan Muda Mu-
hammadiyah  dalam  perjuangan
KAMI/KAPPL

Memasuki periode Orde Baru,
ternyata  kader-kader Muhammadi-
yah, juga tidak dapat meninggalkan
begitu saja dari suasana perpolitikan
di Indonesia. Pada awal Orde Baru
itu Muhammadiyah ikut berperan ak-
tif dalam pembentukan Partai Mus-
min Indonesia’ (Parmusi). Bebe-rapa
tokoh Muhammadiyah  kemu-dian
tampil sebagai pemimpin teras dalm
Parmusi, seperti H. Djarnawi Hadi-
kusumo sebagai sekretaris umum.
Namun pada saat kepemim-pinan
Djarnawi Hadikusumo bersama Luk-
man Harun baru berjalan bebe-rapa
tahun, terjadinya "kudeta” yang
dilancarkan oleh H.J. Naro dan Im-
ran Kadir, dan dengan intervensi dari
pemerintzh maka tampillah H.M.S.
Mintarja sebagai pemimpin Parmusi.
Persoalan  ini yang  kemudian
menimbulkan friksi di kalangan Mu-
hammadiyah.

Peristiwa  tersebut telah menjadi
pengalaman pahit dalam perjalanan
persyarikatan Muhammadiyah. Xare-
na itulah pada tahun 1971, melalui
Muktamar Muhammadiyah ke-38 di
Ujungpandang, Muhammadiyah me-
mutuskan untuk tidak berafil;

tidak lagi memiliki saluran politik
secara formal. Aktivitas politik akan
menjadi tanggung jawab ‘masing-
masing  anggota  Muhammadiyah.
Langkah inilah yang disebut sebagai
upaya untuk melakukan refleksi ter-
hadap upaya "membumikan jati diri
Muhammadiyah sebagai gerakan dak-
wah" (M. Syafii Anwar:84), bukan
sebagai organisasi politik.

Sekalipun demikian bukan berarti
Muhammadiyah sebagai organisasi
dakwah melepaskan sama sekali per-
hatiannya  terhadap perkembangan
politik nasional. Justru di masa Orde
Baru yang mulai memasuki format
kehidupan  masyarakat Indus-trial
yang cenderung kepada budaya mate-
rialistik, Muhammadiyah yang me-
miliki  doktrin - amar makruf nahi
munkar harus mencermati secara
kritis berbagai kebijakan pemerintah
agar tidak terjebak kepada sekular-
isme. Keterli-batan Muhammadiyah
dalam mem-berikan respon terhadap
Rancangan UU Perkawinan, Aliran
Kepercayaan, Libur Puasa, Asas
Tunggal Pancasila  adalah  bukti
bahwa Muhammadiyah tidak dapat
menafikan persoalan politik nasional.

Muhammadiyah senantiasa men-
Jjadi kekuatan moral yang melakukan
koreksi dan  kritik terhadap berbagai
kebijakan pemerintah yang dinilai
merugikan dan mendzalimi rakyat
banyak. Dalam konteks ini maka
pada masa kepemimpinan Dr. Amien
Rais memunculkan konsep high poli-
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tics, yakni politik yang luhur, poli-
tik yang berdimensi moral, politik
yang mendorong terciptanya clean
‘goverment dan memihak pada rak-
yat. Kalau high politics ini secara
konsisten ditempatkan pada bingkai
‘amar makruf nahi munkar, maka te-
patlah apa yang diistilahkan Cak Nur
sebagai al hanifiyar al sambah, yakni
semangat perjuangan mencari kebe-
naran secara lapang, toleran, egaliter
dan demokratis. High politics senan-
tiasa menjadi ideal type dalam suatu
perjuangan untuk menentang berbagai
kemunafikan politik dan pemasungan
hak-hak dasar warga negara.

Penyudah

Memasuki eksistensi, peran dan
konsep perjuangan Muhammadiyah
seperti telah diuraikan di atas, maka
persyarikatan tersebut merupakan or-
ganisasi yang sangat tepat dan kon-
dusif untuk melakukan upaya pem-
berdayaan civil society (masyara-kat
madani). Hal ini juga didukung oleh
kultur yang ada di Muham-madiyah
yang mengembangkan prin-sip egali-
ter, menjunjung tinggi nilai kebebas-
an dan kehidupan yang demo-kratis.
Muhammadiyah  tidak  doktriner,
monolit-sentralistik. Muhammadiyah
senantiasa menghargai perbedaan dan
pluralisme, mengembangkan keseta-
raan dan toleransi. Di dalam Islam
perbedaan dan kemajemukan adalah
sunatullah. Al-Qur'an menegaskan:
"Apabila  Tuhanmu Menghendaki,
niscaya Dia akan menyatukan semua
manusia (menjadi mukmin) (Q.S.

11:118). Perbedaan dan kemajem
an manusia dipandang sebagai sa
satu  dari  bukti Kemahakuas:
Allah. Di dalam tradisi Islam men
jukkan bahwa kemajemukan sep

idiologi politik, bahkan keyakis
adalah diantara ayat-ayatNya. Per
daan keyakinan (agama) ini te
dihormati dalam Islam. Tidak bo
bagi muslim memaksakan keyakin:
nya pada orang lain.

Berbagai perbedaan, termasuk |
yang esensi (seperti keyakinan a
ma) telah memberikan kesada
bahwa tidak ada tempat bagi set
manusia untuk menghakimi send;
sendiri. Dan atas dasar prinsip
maka tradisi Islam memerintahk
untuk  mengembangkan tolera
(tasamuh) dan hidup bersama di
tara komunitas manusia. Hal
sekaligus  mengajarkan tenta
prinsip  persamaan/kesetaraan ¢
mengakui perbedaan serta martal
manusia satu  sama lain. "Sem
manusia itu adalah sama, kecuali |
dar ketaqwaannya.

Dari  uraian  tersebut memb
gambaran bahwa ada sinkronis
antara kultur dan aspek-aspek per
angan Muhammadiyah dengan aspe
aspek dalam kehidupan masyaral
madani. Hanya yang perlu ditegask
bahwa Muhammadiyah akan mene
patkan dimensi moral dan dokt
amar makruf nahi munkar seba;
sandaran dan bingkai dalam mew
judkan masyarakat yang benar-ber
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utama. Masyarakat utama, masyara-
kat yang digambarkan sebagai khaira
ummah itu akan dapat terwujud
secara kuat bila di dalam masyarakat
madani itu. banyak terdapat ulu’l-
albab. Mampukah Muhammadiyah
melahirkan ulul-albab - ulul-albab,
untuk menyongsong Indonesia baru ?
Semoga...!6+ + + + +
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